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Tujuan Negara:

Presiden Pemegang 
Kekuasaan Pemerintahan

Pemerintah sebagai personifikasi negara 

bertanggung jawab untuk melaksanakan 

pembangunan, pelayanan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat

Otonomi Daerah:

1) melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia; 

2) memajukan kesejahteraan 

umum; 

3) mencerdaskan kehidupan 

bangsa; dan 

4) ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi 

dan keadilan sosial

1) NKRI dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota

2) Otonomi menjadi upaya 

mempercepat tercapaianya 

tujuan negara dan 

mendekatkan pemerintah 

dengan masyarakat

(UUD 45 alinea 4) (Ps. 18 UUD 45)

(Ps. 4 UUD 45)

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
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adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom

adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

Pemerintah Daerah 
Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah 

Pasal 1 UU 23/2014

PEMERINTAHAN DAERAH
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SECARA UMUM :

“Sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan 
hidup berbangsa”

KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI UU 23/2004 :

“Sebagai wujud implementasi urusan 
Pemerintahan Daerah”

BILA DIKAITKAN DENGAN KONSEPSI BERNEGARA NKRI:

“Tujuan akhir Pembangunan Indonesia adalah 
Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang 

berkeadilan”

PEMBANGUNAN ADALAH:



5

Pembangunan Nasional 
adalah upaya yang 
dilaksanakan oleh semua 
komponen bangsa dalam 
rangka mencapai tujuan 
bernegara.

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi 
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. 

Perencanaan Pembangunan 
Nasional disusun secara 
sistematis, terarah, terpadu, 
menyeluruh, dan tanggap 
terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan 
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 

Pusat dan Daerah.

PEMBANGUNAN NASIONAL 

(UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004)



6

Peningkatan dan Pemerataan 

Kesempatan Kerja

Peningkatan dan Pemerataan 

Lapangan Berusaha
Peningkatan dan Pemerataan 

Akses dan Kualitas 
Pelayanan Publik

Peningkatan dan Pemerataan 

Pendapatan Masyarakat
Peningkatan dan Pemerataan 

Daya Saing Daerah

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke 
Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembangunan Daerah:

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
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Pasal 258 UU 23/2014

TARGET 
PEMBANGUNAN NASIONAL

sinkronisasi dan harmonisasi 
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh 

Mendagri dengan Menteri Bidang 
Perencanaan

K/L PROV+KAB/KOTA

TARGET 
PEMBANGUNAN PROVINSI

koordinasi teknis pembangunan 
dilaksanakan oleh GUBERNUR 

sebagai wakil Pemerintah Pusat

PROV KAB

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional

Peningkatan & 

Pemerataan 

Kesempatan 

Kerja

Peningkatan & 

Pemerataan 

Lapangan 

Berusaha

Peningkatan & 

Pemerataan 

Akses dan 

Kualitas 

Pelayanan Publik

Peningkatan & 

Pemerataan 

Daya Saing 

Daerah

MENDUKUNG DAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK:

Peningkatan & 

Pemerataan 

Pendapatan 

Masyarakat

kontribusikontribusi

PEMBANGUNAN DAERAH
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RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPD

Rencana 
Perangkat Daerah

Rencana 
Pembangunan 

Daerah

P
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Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN
dan RTRW

Penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif
untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN

Penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja
dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional

Memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah

Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya
berakhir

Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 bulan setelah
Kepala Daerah terpilih
dilantik

Ditetapkan dengan Perkada

Ditetapkan dengan Perkada
setelah RPJMD ditetapkan

Ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan

UU No.23 Th. 2014, 
Pasal 272-273

UU No.23 Th. 2014, 
Pasal 263-264

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH
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• RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD 
dan diterjemahkan kedalam RKPD;

• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja 
daerah jangka menengah yang 
dilaksanakan melalui Renstra PD;

• Keberhasilan pencapaian visi & misi 
kepala daerah ditentukan oleh 
keberhasilan pencapaian tujuan dan 
sasaran Renstra PD;

• Seluruh program selama lima tahun 
seluruh Renstra memedomani program 
prioritas dalam RPJMD;

• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; 

• Renja PD menerjemahkan program 
prioritas (RKPD) kedalam kegiatan 
prioritas;

• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

DOK 
ANGGARAN

DOKRENDA
RPJMD

Renstra
PD

Renja
PD

RKPD

KUA PPAS

Rancangan 
APBDRKA-PD

RPJPD

APBDDPA-PD

ARSITEKTUR DOKRENDA
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KERANGKA LOGIS MANAJEMEN STRATEGIS

5M+T

PROGRAM/KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

PRODUK/BARANG/JASA AKHIR 
YANG DIHASILKAN DARI
KEGIATAN/SUBKEGIATAN

MANFAAT YANG 
DIHASILKAN DARI 

OUTPUT PERUBAHAN YANG DIHASILKAN 
DARI PENCAPAIAN OUTPUT & 

OUTCOME

Indikator Indikator Indikator

BERPIKIR SISTEM & 
SISTEM DINAMIK
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TAHAPAN PERENCANAAN BERKINERJA

01

Menetapkan 
Outcomes dan

Output 

(KINERJA) 

02

Menetapkan 
Ukuran Kinerja 

(INDIKATOR)

.

03

Menetapkan 
Target

04

Susun Program 
dan Kegiatan 

(KERJA)

❑ Outcomes
dari Program

❑ Output dari 
Kegiatan

Program/kegiatan
/sub kegiatan 
berdasarkan 
Permendagri 

90/2019

Suatu alat/ 
variabel-variabel  
yang digunakan 
untuk mengukur 

kinerja

Memperhatikan 
resources dan 

kondisi 
lingkungan
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PRESIDEN

BUPATI/ 
WALIKOTA

GUBERNUR

KORBINWASKORBINWAS
Sebagian
Urusan

Koordinasi, Pembinaan, 
Pengawasan

NASIONAL

LOKAL

PENANGGUNGJAWAB 
AKHIR

REGIONAL
WAKIL 
PEMERINTAH 
PUSAT

DPRD PROV

DPRD KAB/KOTA

Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

Kementerian/LPNK

P E M E GANG KEKUASAAN 
PEMERINTAHAN – PSL 4

(1) U U D 1945

❑ Memperjelas konsep 
desentralisasi dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia

❑ Memperjelas pengaturan dalam
berbagai aspek Penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah.

❑ Memuat pengaturan baru antara 
lain:
▪ pengaturan tentang hak 

warga untuk berpartisipasi 
dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah

▪ Jaminan terselenggaranya 
pelayanan publik

▪ Inovasi dalam 
penyelenggaraan
Pemerintahan daerah

UU 23 Tahun 2014

KEKUASAAN PEMERINTAHAN



13

3 2

1

Wajib Terkait 
pelayanan Dasar

KONKURENPEMERINTAHAN UMUMABSOLUT

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal 

nasional; dan
6. Agama

Urusan Pemerintahan 
yang menjadi 
kewenangan Presiden 
sebagai kepala 
pemerintahan

KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN

6 Urusan

Wajib Tidak Terkait
pelayanan Dasar

18 Urusan

Pilihan

8 Urusan

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, 
Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kepentingan 

Strategis Nasional

APBN

APBN

APBN DAN APBD

URUSAN PEMERINTAHAN
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UU23/2014

1

Planning

2

Organizing

3

Actuating

4

Controlling

TRANSFORMASI URUSAN PEMERINTAHAN KE 
DALAM KERANGKA MANAJEMEN PEMBANGUNAN

❑ Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, 

dan kewenangan antar susunan pemerintahan perlu 

diterjemahkan ke dalam bentuk konkrit aktifitas 

pembangunan

❑ Nomenklatur program dan kegiatan daerah 

merupakan bentuk transformasi urusan 

pemerintahan ke dalam aktifitas konkrit 

pembangunan daerah

❑ Transformasi urusan pemerintahan ke dalam 

nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain 

memastikan bahwa daerah melaksanakan 

pembangunan daerah sesuai dengan 

kewenangannya.

IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN
DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN

Urusan pemerintahan yang memuat sub urusan 

pemerintahan dan pembagian kewenangan antar 

susunan pemerintahan diimplementasikan ke dalam 

sistem manajemen pembangunan berupa siklus dari 

planning, organizing, actuating, dan controlling

URUSAN PEMERINTAHAN DALAM 

MANAJEMEN PEMBANGUNAN
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✓ Daerah melaksanakan program/kegiatan yang bukan kewenangannya;

✓ Penggabungan dua sub urusan yang sifatnya berbeda (Persampahan dan 

Limbah B3);

✓ Pusat (Kemendagri dan K/L) kesulitan menentukan target capaian Daerah.

KONDISI DI DAERAH DAN PERMASALAHAN

LAMPIRAN UU NO 23/2014 – URUSAN  LINGKUNGAN HIDUP

RKPD  PROVINSI … TAHUN 2020
RKPD PROVINSI ….  TAHUN 2020

PERMENDAGRI 13/2006
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Urusan yang jadi 
kewenangan

Program

Kegiatan

Untuk memastikan kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan, desain aktifitas 

baik program maupun kegiatan diterjemahkan dari lampiran UU 23 tahun 2014. Sub 

Kegiatan diturunkan dari SPM dan NSPK urusan pemerintahan

Sub kegiatan merupakan bentuk implementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan 

DESAIN PENYUSUNAN 
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Permendagri 70 tahun 2019 tentang
Sistem informasi pemerintahan 
daerah (SIPD) memuat

skema pembinaan terpadu 
pemerintahan daerah dalam satu
sistem informasi.

Pasal 14 database SIPD mengacu
pada klasifikasi, kodefikasi dan

dannomenklatur perencanaan 
keuangan.

Telah 
database

dilakukan pembaharuan 
SIPD mengacu pada

lampiran permendagri 90 tahun 2019.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

PERMENDAGRI 70/2019 DAN PERMENDAGRI 90/2019
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KONSEP PEMUTAKHIRAN

1

2

3

4

Pemutakhiran menggantikan fungsi dst (dan seterusnya) dalam lampiran 

permendagri 13 tahun 2006. 

Skema pemutakhiran untuk memastikan kesamaan klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur untuk setiap tambahan aktifitas yang diusulkan

Pemutakhiran merupakan penambahan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan 

daerah.

Pasal 6 Ayat (1) Permendagri 90/2019, Pemutakhiran PMDN 90/2019 dilakukan 

berdasarkan  :

a. Usulan Pemerintahan Daerah;

b. Perubahan Kebijakan;

c. Peraturan Perundang -undangan

PEMUTAKHIRAN
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 459).

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMD
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PENYUSUNAN RPJMD
PASCA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

UU Nomor  59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) 
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.

(2) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 10

Pasal 264

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Pasal 47 

(1) Periode RPJP Daerah mengikuti periode RPJP Nasional Tahun 2025-
2045.

(2) Periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional.

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah terpilih dilantik..

RPJMD  

Tahun 

2025-2029
*Perkuatan Fondasi 

Transformasi Daerah

RPJPN Tahun 2025-2045

PERPRES NOMOR 12 

TAHUN 2025 TENTANG 

RPJMN Tahun 2025-2029
Perkuatan Fondasi 

Transformasi 

Visi Misi Presiden dan 

Wakil Presiden Terpilih

RPJPD  Tahun 2025-2045

Visi Misi KDH dan 

Wakil KDH Terpilih

Dukungan Pencapaian 

Target Nasional

Pedoman

Penysunan 

RPJMN RPJMN RPJMN RPJMN

Tahap I
2025-2029

Tahap II
2030-2034

Tahap III
2035-2039

Tahap IV
2040-2045

RPJMD RPJMD RPJMD RPJMD

Tahap I
2025-2029

Tahap II
2030-2034

Tahap III
2035-2039

Tahap IV
2040-2045
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PENGERTIAN RPJMD
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01

02

03

04

05

06

Merupakan ruang politis bagi kepala 
daerah terpilih dan DPRD, yang akan 
berdampak tidak baik apabila tidak 
dapat tercapai.

Pedoman pembangunan selama 
5 (lima) tahun dan rencana 

tahunan (RKPD).

Media untuk mengimplementasikan 
janji Kepala Daerah terpilih yang 
telah disampaikan pada saat 
kampanye  kepada  seluruh 
masyarakat

Alat atau instrumen 
pengendalian bagi satuan 

pengawas internal (SPI) dan 
Bappeda.

Pedoman penilaian keberhasilan 
Pemerintahan daerah sesuai amanat 
PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah.

NILAI STRATEGIS RPJMD
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KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN SEKTORAL LAINNYA
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SISTEMATIKA RPJMD

1

2

3

4

5

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH

PENUTUP

Memuat Gambaran umum kondisi daerah, Gambaran Keuangan 

Daerah, Permasalahan dan isu strategis

Memuat Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan 

Program prioritas  pembangunan daerah

Memuat Program Perangkat daerah, dan kinerja penyelenggaraan 

pemerintah daerah

Memuat Kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, dan 

pelaksanaan dalev

Memuat latar belakang, Dasar hukum penyusunan, hubungan antar 

dokumen, maksud dan tujuan, serta Sistematika penulisan
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VISI/MISI

TUJUAN & SASARAN

PROGRAM 
PRIORITAS

TARGET KINERJA 
PENCAPAIAN 

TUJUAN/SASARAN 
(IKU)

dikerjakan ditentukan dievaluasi
CAPAIAN KINERJA 
TUJUAN/SASARAN 

(IKU) ???????

Bab 3 Bab 3 Bab 4

A

B

Kinerja Mewujudkan Visi/Misi Kepala Daerah

Kinerja Pembangunan Daerah Otonom

PROGRAM PD

TARGET KINERJA 
RENCANA 

PEMBANGUNAN 
DAERAH OTONOM 

(IKD)

dikerjakan ditentukan dievaluasi

CAPAIAN KINERJA 
PEMBANGUNAN 

DAERAH OTONOM 
(IKD) ?????

Bab 2
Bab 4 Bab 4

KONDISI AWAL 
BERDASARKAN ASPEK:

❑ Geografi & 
Demografi

❑ Kesejahteraan 
Masyarakat

❑ Pelayanan Umum
❑ Daya Saing

KINERJA PADA RPJMD
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun.

PENGERTIAN RENSTRA PD
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TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD-RENSTRA
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HUBUNGAN KINERJA RENSTRA & RENJA PD

Target I II III IV VRENSTRA PD

RENJA PD Target I II III IV V

TUJUAN 
SASARAN

TUJUAN 
SASARAN

Diterjemahkan 
tiap tahun

PROGRAM/KEGIATAN/
SUBKEGIATAN DALAM

 RENCANA KERJA

TARGET KINERJA 
IKU &/IKK 

TIAP TAHUNNYA

CAPAIAN KINERJA 
IKU &/IKK 

TIAP TAHUNNYA???

d
ik

e
rj

ak
an

ditentukan dievaluasi

Bab 3

Bab 4 Bab 4

S
A
M
A

Target kinerja di Renja tidak harus 
sama dengan di Renstra karena harus 
disesuaikan dengan hasil dalev
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A

B

Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab PD

TUJUAN & SASARAN 
PD

RENCANA  
PROGRAM 
/KEGIATAN/

SUBKEGIATAN

TARGET KINERJA 
TUJUAN/SASARAN 

(IKU)
dikerjakan ditentukan dievaluasi

CAPAIAN KINERJA 
TUJUAN/SASARAN 

(IKU) ????

Bab III Bab III Bab IV

Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran RPJMD

NSPK sesuai kewenangan

RENCANA  
PROGRAM 
/KEGIATAN/

SUBKEGIATAN

TARGET KINERJA 
PEMBANGUNAN 
BERDASARKAN 

URUSAN 
(IKK)

dikerjakan ditentukan dievaluasi

CAPAIAN KINERJA 
PEMBANGUNAN 
BERDASARKAN 

URUSAN
(IKK)???

Bab II Bab IV Bab IV

KONDISI AWAL 
KINERJA PELAYANAN 

PD

KONSEP KINERJA RENSTRA PD
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1

2

3

4

5

PENDAHULUAN

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN 
DAN ISU STRATEGIS  PERANGKAT DAERAH

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA 
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP

Tugas, fungsi dan Struktur PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Kelompok 
Sasaran layanan, Permasalahan PD dan Isu Strategis 

Tujuan Renstra PD, Sasaran PD, Strategis dan arah kebijakan 
PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD

Uraian Program, kegiatan & subkegiatan, uraian Sub Kegiatan dalam mendukung program 
prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 

melalui IKU, dan target kinerja penyelenggaraan urusan melalui IKK

Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan 
Tujuan, Sistematika Penulisan

Kesimpulan Substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi 

SISTEMATIKA RENSTRA PD
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BAB I: PENDAHULUAN

1 Merumuskan Latar Belakang

Menjelaskan kondisi yang mendasari penyusunan, 

definisi Renstra PD, amanat regulasi, dan nilai 

strategis dokumen dalam perencanaan pembangunan 

daerah.

2 Mengidentifikasi Dasar Hukum

Menyusun daftar peraturan perundang-undangan 

yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra 

PD secara hierarkis.

3 Menguraikan Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan 

Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 

strategis Perangkat Daerah.

4 Menjelaskan Sistematika Penulisan

Menguraikan struktur dokumen Renstra PD secara 

ringkas untuk memberikan gambaran umum isi 

dokumen.
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Tugas, fungsi dan 
struktur Perangkat 

Daerah;

Sumber daya 
Perangkat Daerah;

Kinerja pelayanan 
Perangkat Daerah 
(termasuk capaian 
SPM sesuai dengan 

tupoksinya); dan

Kelompok sasaran 
layanan (misalnya 

Bappeda, kelompok 
sasaran layanannya 
adalah Perangkat 

Daerah).

Catatan: dapat 
ditambahkan 

beberapa subbab 
lainnya sesuai dengan 

kondisi daerah, 
seperti: 

Mitra Perangkat 
Daerah dalam 

pemberian pelayanan 
(apabila ada);

Dukungan BUMD 
dalam pencapaian 
kinerja Perangkat 

Daerah (apabila ada); 
dan

Kerjasama daerah 
yang menjadi 

tanggung jawab 
Perangkat Daerah 

(apabila ada).

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai

dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024

dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis

dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun

terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).

3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan

datanya (bukan menarasikan data).

4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya:

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN 

DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
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1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029
yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan
pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan
merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat
menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat
dominan

2. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi
menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat
mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari
berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan
resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil
penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.

LANJUTAN …………..

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan 
kondisi ideal yang seharusnya tersedia. 

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun 

tidak langsung secara signifikan di masa datang.
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LANJUTAN …………..

Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

a. permasalahan;

b. isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan

c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
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Contoh: TABEL MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PD
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Tujuan adalah kinerja yang ingin 
diwujudkan selama 5 (lima) tahun 

untuk menggambarkan 
kebermanfaatan PD berdasarkan

tugas pokok dan fungsi serta NSPK
yang diterbitkan oleh Pemerintah
Pusat dan/atau memperhatikan

sasaran RPJMD.

Dengan mempertimbangkan kondisi 
PD yang ada saat ini, 

direkomendasikan agar Renstra PD 
cukup memiliki 1 (satu) tujuan saja.

Disusun dengan kalimat kondisi

Dapat diukur dalam jangka waktu 
lima tahunan

Disusun dengan bahasa yang jelas 
dan mudah dipahami.

Bersifat lebih khas sesuai dengan 
Tupoksi PD dan merupakan 

kontribusi immediate outcome dan 
intermediate outcome.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI 

DAN ARAH KEBIJAKAN
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▪ Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang 

ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk 

menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, 

Standar, Prosedur dan Kriteria {NSPK) yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran 

RPJMD

▪ Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian 

kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek 

prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra 

PD

▪ Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah 

rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-

langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa 

optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan 

penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam 

menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai 

tujuan/sasaran Renstra PD

▪ Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah 

rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK 

sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan 

RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka 

mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD
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Contoh: PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN
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Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan 
dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau 

berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

daerah.
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Contoh: PENAHAPAN RENSTRA PD
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Contoh: MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
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BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

▪ Bab ini menguraikan 
berbagai program, kegiatan, 

subkegiatan merupakan 
hasil cascading dari tujuan, 

sasaran, outcome dan 
output

▪ Program, kegiatan dan sub 
kegiatan mengacu pada 

nomenklatur yang diatur 
dalam Permendagri dan 

Pemutakhirannya

▪ Daftar program, kegiatan 
dan sub kegiatan dalam 

mencapai kinerja PD tahun 
2025-2030
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▪ Penentuan target 
keberhasilan 

pencapaian tujuan 
dan sasaran Renstra 

PD melalui IKU, 
indikator yang 

disajikan merupakan 
indikator yang 

terseleksi

▪ Penentuan target 
penyelenggaraan 

urusan melalui IKK

▪ IKU dan IKK berlalku 
dari tahun 2025-2030
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CONTOH: RENCANA 

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
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Contoh: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung 
Program Prioritas Pembangunan Daerah
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Contoh: INDIKATOR KINERJA UTAMA PD
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INDIKATOR KINERJA KUNCI
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BAB V: PENUTUP

1 Ringkasan Penting

Menyajikan ringkasan penting dari dokumen Renstra PD, termasuk tujuan, sasaran, 

strategi, dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan.

2 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Menguraikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Renstra PD, termasuk 

faktor-faktor kritis yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.

3 Mekanisme Pemantauan

Menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD untuk 

memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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